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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

 

A. UMUM  

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh  

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan 

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

tersebut khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

dinyatakan bahwa Organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. 

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan 

Peradilan Satu Atap dan dikeluarkanlah Keppres Nomor : 21 Tahun 2004 sebagai 

tindak lanjutnya. 

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang memenuhi karakteristik 

good governance, Pengadilan Agama Nunukan merupakan  salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, sebagai bagian dari unsur 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu 

yang diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman.  



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2017 
2 

 

Sebagai salah satu Penyelenggara Pemerintahan harus disertai rencana 

tindak (Action) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. 

Maka dari itu Peradilan Agama dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan 

kinerjanya pada publik mengenai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah 

disusun  dalam dokukmen Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja 

(PK) tahun 2016 sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 

7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja 

dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. 

 

B. STRUKTUR ORGANISASI  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, sesuai organisasi dan tata kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah 

Agung RI. 

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama  terdiri dari   Pimpinan,   Hakim  

Anggota,  Panitera, Sekretaris dan   Jurusita, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) 

disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan 

seorang Wakil Ketua. 

Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 

tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat 
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Pengadilan Agama Nunukan yang baru mengalami perubahan struktur yaitu pada 

unsur Kepaniteraan di pimpin oleh seorang Panitera membawahi bidang 

Kepaniteraan terdiri dari Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan 

Panitera Muda Permohonan, Kelompok Fungsional Panitera Pengganti, 

Jurusita/Jurusita Pengganti dan unsur Kesekretariatan di pimpin oleh seorang 

Sekretaris yang membawahi bidang Kesekretariatan terdiri dari Kepala Sub Bagian 

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan 

Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. 

Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nunukan yang telah 

disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 

tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan dapat di gambarkan sebagai berikut : 
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C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Berdasarkan struktur pada Pengadilan Agama Nunukan yang di sesuaikan 

dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 

2015 di atas, Pengadilan Agama Nunukan menyusun Tupoksi untuk menjalankan 

tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari. Tugas pokok dan fungsi tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan 

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nunukan memimpin dan 

bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama 

Nunukan baik dalam bidang Kepaniteraan maupun dalam bidang 

Kesekretariatan secara baik dan lancar. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim 

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di 

lingkungan Pengadilan Agama Nunukan dan membantu unsur pimpinan untuk 

melaksanakan pengawasan pada bidan-bidang tertentu agar terselenggaranya  

penyelesaian kegiatan secara baik dan lancar. 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera 

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian 

dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-

surat yang berkaitan dengan perkara.  

4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris 

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian 

dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, 

serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan.  

5. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan 
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Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di 

bidang permohonan. 

6. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan 

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di 

bidang gugatan. 

7. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum 

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengumpulan, pengolahan 

dan penyajian data perkara serta pelaporan.  

8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan. 

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan 

pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan 

statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 

pelaporan.  

9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan pelaksanaan 

urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, 

keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.  

10. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan 

Tata Laksana. 

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan 

pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.  

11. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti 

   Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang; 

   Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan 

pemberitahuan putusan atau penetapan   Pengadilan menurut cara-cara 

berdasarkan ketentuan undang-undang.  
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   Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;  

   Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

D. PERMASALAHAN UTAMA 

 Permasalahan utama yang ada di Pengadilan Agama Nunukan dirinci dalam 

beberapa aspek, yaitu: 

1)  Aspek Proses Peradilan. 

Masih terdapat beberapa kekosangan jabatan teknis sehingga menghambat 

proses administrasi persidangan dan penyelesaian perkara. 

2)  Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan. 

Tidak terdapatnya sumber daya aparatur peradilan yang ahli di bidang 

Teknologi Informasi sehingga penyajian informasi khususnya melalui website 

Pengadilan Agama Nunukan menjadi kurang maksimal. 

3)  Aspek  Sarana dan Prasarana. 

Tidak terdapat anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan dan 

Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Nunukan. 
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B A B   II 
P E R E N C A N A A N 

K I N E R J A 
 

 

 

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019  

Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2015-2019 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan 

yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, 

perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisien. 

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang lebih jelas Pengadilan 

Agama Nunukan melakukan Reviu terhadap Rencana Strategis 2015-2019, sebagai 

pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Nunukan yang diselaraskan 

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RepubIik Indonesia dan 

disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional. 

Pengadilan Agama Nunukan telah membuat pernyataan Visi dan Misi, 

tujuan, sasaran, program dan kegiatan pokok sebagaimana berikut: 

 

“Mewujudkan Pengadilan Agama Nunukan yang bermartabat 

dan dihormati untuk memperkokoh landasan 

menuju peradilan yang agung” 

 

Visi Pengadilan Agama Nunukan tersebut merupakan kondisi atau gambaran 

keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi 

seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Nunukan dalam melakukan aktifitasnya. 
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Berdasarkan visi Pengadilan Agama Nunukan yang telah ditetapkan tersebut, 

maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Nunukan sebagai fokus program kerja 

untuk mewujudkan visi tersebut.  Misi Pengadilan Agama Nunukan tersebut  

adalah : 

 

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Nunukan; 

b. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada  pencari keadilan; 

c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur  

Pengadilan Agama Nunukan; 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan 

Agama Nunukan; 

 

TUJUAN 

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 

(lima)  tahun kedepan yang mana juga selaras dengan tujuan Mahkamah Agung 

RI sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Rumusan tujuan tersebut 

dapat di uraikan sebagai berikut sebagai berikut  : 

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui 

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui 

pemanfaatan teknologi informasi. 

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan; 

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan; 
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Dengan formulasi  tujuan tersebut, Pengadilan Agama Nunukan akan  

dapat mengetahui dengan tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi 

dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima  tahun kedepan, serta 

dimungkinkan mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai 

mengingat tujuan stategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. 

SASARAN STRATEGIS 

Sasaran strategis yang ditetapkan melalui Reviu Rencana Strategis 

Mahkamah Agung RI 2015-2019 yang dilaksanakan oleh 7 unit eselon satu 

melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan merupakan acuan bagi Unit 

maupun Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam 

menetapkan sasaran strategis organisasi. Pengadilan Agama Nunukan sebagai 

salah satu badan peradilan dibawah Mahkahah Agung Republik Indonesia telah 

menetapkan 6 (enam) sasaran strategis melalui  pelaksanaan program yang telah 

di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Badan Urusan 

Administrasi, adapun Sasaran Strategis yang ditetapkan untuk mewujudkan 

tujuan, visi dan misi Pengadilan Agama Nunukan yaitu :   

1) Terwujudnya proses Peradillan yang pasti, transparan dan akuntabel 

Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 

3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. 

4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. 

5) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung 

pelaksanaan pelayanan prima peradilan.  

6) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan 

peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan. 
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B. PERJANJIAN KINERJA  

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Kinerja 

Tahunan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis serta Indikator Kinerja 

Utama Pengadilan Agama Nunukan yang merupakan pernyataan komitmen 

pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas 

dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan 

sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar 

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, 

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.   

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan perjanjian kinerja tahun ketiga 

dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan 2015-2019 yang telah di reviu 

karena adanya revisi dalam pelaksanaan petunjuk operasional kegiatan (POK) pada 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 serta disesuaikan dengan reviu 

Indikator Kinerja Utama dan reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan 

dan Rencana reviu Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Nunukan tahun 

2017. 

Adapun reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Nunukan 

didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.995.790.000,00 dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2017 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
1 2 3 4 

1 Terwujudnya proses Peradillan 
yang pasti, transparan dan 
akuntabel 

1. Persentase sisa perkara yang di selesaikan   100% 
2. Persentase Persentase perkara yang diselesaikan 

tepat waktu 
92% 

 
3. Persentase penurunan sisa perkara 8% 
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum : 
 

 Banding 98% 
 Kasasi 98% 
 PK 98% 

5. Index responden pencari keadilan yang puas 
terhadap layanan pengadilan  

76% 
 

2 Peningkatan Efektifitas 
Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para 
pihak tepat waktu 

100% 

2. Persentase perkara yang diselesaikann melalui  
Mediasi 

4% 

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan 
Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara 
lengkap dan tepat waktu 

100% 

4. Persentase putusan yang menarik perhatian 
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat 
diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak 
putus 

100% 

3 Meningkatnya Akses Peradilan 
bagi Masyarakat Miskin dan 
Terpinggirkan 

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  5 Perkara 
2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui 

sidang diluar gedung Pengadilan 
50 Perkara 

3. Persentase perkara Permohonan (voluntair) 
Identitas hukum 

100% 

4 Meningkatnya Kepatuhan 
Terhadap Putusan Pengadilan 

1. Persentase putusan perkara perdata yang 
ditindaklanjuti (dieksekusi) 

100% 

5 Meningkatnya kualitas layanan 
dukungan manajemen untuk 
mendukung pelaksanaan 
pelayanan prima peradilan 

1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen 12 Bln 
2. Jumlah Layanan Perkantoran  12 Bln 

6 Terpenuhinya kebutuhan sarana 
dan prasarana dalam mendukung 
pelayanan peradilan pada 
Pengadilan Agama Nunukan 

1. Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana yang 
mendukung peningkatan pelayanan prima 

100% 
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B A B III 

AKUNTABILITAS 
KINERJA 

 

 

A. CAPAIAN  KINERJA ORGANISASI 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, 

capaian kinerja Pengadilan Agama Nunukan tahun 2017 ini menyajikan capaian 

kinerja untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta 

melakukan analisis capaian kinerja terhadap setiap pernyataan kinerja sasaran 

strategis  

Adapun analisis capaian kinerja terhadap setiap pernyataan kinerja sasaran 

strategis  sebagai berikut : 

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.  

Tabel 1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini  

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Target 
Kinerja 

Tahun 2017 

Realisasi 
Kinerja 
Tahun 
2017 

Capaian 
Kinerja 

1 Terwujudnya 
proses Peradillan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

1. Persentase sisa 
perkara yang di 
selesaikan 

100% 100% 100% 

2. Persentase 
Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

92% 
 

90.41% 
 

98.27% 

3. Persentase 
penurunan sisa 
perkara 
 

8% 15.38% 192% 

4. Persentase perkara 
yang tidak 
mengajukan upaya 
hukum : 

   

 Banding 98% 99.35% 108.15% 

 Kasasi 99% 99.68% 100.69% 

 PK 100% 100% 100% 

5. Index responden 
pencari keadilan 

76% 74.5% 98% 
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yang puas terhadap 
layanan pengadilan 
 

2 Peningkatan 
Efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

1. Persentase isi 
putusan yang 
diterima oleh para 
pihak tepat waktu 

100% 100% 100% 

2. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui  Mediasi 

4% 4% 100% 

3. Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan 
Banding, Kasasi dan 
PK yang diajukan 
secara lengkap dan 
tepat waktu 

100% 100% 100% 

4. Persentase putusan 
yang menarik 
perhatian 
masyarakat 
(ekonomi syariah) 
yang dapat diakses 
secara online dalam 
waktu 1 hari sejak 
putus 

- - - 

3 Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan  

5 Perkara 5 Perkara 100% 

Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui 
sidang diluar gedung 
Pengadilan 

50 Perkara 50 Perkara 100% 

Persentase perkara 
Permohonan (voluntair) 
Identitas hukum 

100% 100% 100% 

4 Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% 100% 100% 

5 Meningkatnya 
kualitas layanan 
dukungan 
manajemen untuk 
mendukung 
pelaksanaan 
pelayanan prima 
peradilan 

Jumlah Layanan 
Dukungan Manajemen 

12 Bulan 12 Bulan 100% 

Jumlah Layanan 
Perkantoran  

12 Bulan 12 Bulan 100% 

6 Terpenuhinya 
kebutuhan sarana 
dan prasarana 
dalam 
mendukung 
pelayanan 
peradilan pada 
Pengadilan Agama 
Nunukan 

Jumlah Pengadaan 
sarana dan prasarana 
yang mendukung 
peningkatan pelayanan 
prima 

100% 100% 100% 
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2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.  

Tabel 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta realisasi kinerja tahun ini dengan 
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Realisasi Kinerja Capaian Kinerja 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

1 Terwujudnya 
proses 
Peradillan yang 
pasti, 
transparan dan 
akuntabel 

1. Persentase sisa 
perkara yang di 
selesaikan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Persentase 
Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu 

90.41% 
 

89.63% 
 

88.22% 98.27% 97.42% 95.89% 

3. Persentase 
penurunan sisa 
perkara 
 

15.38% 26.41% -17.78% 192.25% 330.12% -225.% 

4. Persentase perkara 
yang tidak 
mengajukan 
upaya hukum : 

      

 Banding 99.35
% 

99.70% 99.70% 108.15% 108.37% 108.37
% 

 Kasasi 99.68
% 

101% 101% 100.69% 101% 101% 

 PK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5. Index responden 
pencari keadilan 
yang puas 
terhadap layanan 
pengadilan 

74.50
% 

- - 98% - - 

2 Peningkatan 
Efektifitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

1. Persentase isi 
putusan yang 
diterima oleh para 
pihak tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui  Mediasi 

4% 2.5% 5.88% 100% 62.50% 147% 

3. Persentase berkas 
perkara yang 
dimohonkan 
Banding, Kasasi 
dan PK yang 
diajukan secara 
lengkap dan tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4. Persentase putusan 
yang menarik 
perhatian 
masyarakat 
(ekonomi syariah) 
yang dapat diakses 
secara online 
dalam waktu 1 
hari sejak putus 

- - - - - - 

3 Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi 

Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan  

5 Prk 6 Prk 5 Prk 100% 120% 100% 
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Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

Persentase perkara 
yang diselesaikan 
melalui sidang diluar 
gedung Pengadilan 

50 Prk 93 Prk 30 Prk 100% 310% 100% 

Persentase perkara 
Permohonan 
(voluntair) Identitas 
hukum 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentase putusan 
perkara perdata yang 
ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 Meningkatnya 
kualitas 
layanan 
dukungan 
manajemen 
untuk 
mendukung 
pelaksanaan 
pelayanan 
prima 
peradilan 

Jumlah Layanan 
Dukungan Manajemen 

12 Bln 12 Bln 12 Bln 100% 100% 100% 

Jumlah Layanan 
Perkantoran  

12 Bln 12 Bln 12 Bln 100% 100% 100% 

6 Terpenuhinya 
kebutuhan 
sarana dan 
prasarana 
dalam 
mendukung 
pelayanan 
peradilan pada 
Pengadilan 
Agama 
Nunukan 

Jumlah Pengadaan 
sarana dan prasarana 
yang mendukung 
peningkatan 
pelayanan prima 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah (Renstra 2015-2019).  

Tabel 3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan dengan 
target jangka menengah (Renstra 2015-2019) 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Realisasi 
Sampai 

Dengan Tahun 
Ini (2015-

2017) 

Target 
Jangka 

Menengah 
(Renstra 

2015-2019) 

Capaian 
Kinerja Sampai 
Dengan Tahun 

Ini (2015-
2017) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terwujudnya 
proses Peradillan 
yang pasti, 
transparan dan 
akuntabel 
 
 
 
 
 
 

1. Persentase sisa perkara yang di 
selesaikan 

300% 300% 100% 

2. Persentase Persentase perkara 
yang diselesaikan tepat waktu 

268.26% 
 

276% 
 

97% 

3. Persentase penurunan sisa 
perkara 

24% 24% 100% 

4. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum : 

   

 Banding 298.75% 294% 101% 

 Kasasi 301.68% 297% 101% 

 PK 300% 300% 100% 




